
 
 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR  22TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2014 

 

BUPATI BONE BOLANGO, 
 

Menimbang : a. bahwadalamrangkaPenyusunanAnggaranPendapatan 

dan BelanjaDaerahTahunAnggaran 2014 

perlumelakukanStándarSatuanHargaTahunAnggaran 

2014. 

b. bahwaStandarSatuanHargaTahun 2014 

digunakansebagaipedomanmenyusunbiayakegiatand

alamDokumenPelaksanaanAnggaranSatuanKerjaPera

ngkatDaerah (DPPA-SKPD) TahunAnggaran 2014; 

c. bahwaberdasarkanpertimbangandimaksud pada 

huruf a dan b, 

makaperluditetapkanPeraturanBupatiBoneBolangote

ntangStandarSatuanHargaPemerintahKabupatenBon

eBolangoTahun 2014. 

Mengingat : 1. Undang-undangNomor 28 Tahun 1999 

tentangPenyelenggaraan Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-undangNomor 38 Tahun 2000 

tentangPembentukanProvinsiGorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060); 

  3. Undang-undangNomor 6 Tahun 2003 

tentangPembentukanKabupatenBoneBolango dan 

KabupatenPohuwato di ProvinsiGorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, 

SALINAN 



TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269); 

4 Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 

tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 

tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 

tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabK

euangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) 

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-

undangNomor 12 Tahun 2008 

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 

32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748); 

8. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 

tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusa

tdanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 

tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
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TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

10. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 

tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

11. PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2006 

tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerinta

hNomor 38 Tahun 2008 

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 6 

Tahun 2006 tentangPengelolaanBarangMilik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3855); 

12. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 

tentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemeri

ntah, Pemerintahan Daerah PropinsidanPemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

13. PeraturanPresidenNomor 70Tahun 

2012tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah; 

14. PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2011 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalam

NegeriNomor 13 Tahun 2006 

tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah. 

15. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 27Tahun 

2013tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapat

andanBelanja Daerah Tahun 2014. 
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16. PeraturanMenteriKeuanganRepublik Indonesia 

Nomor 72/PMK.02/2013 tentangStandarBiayaTahun 

2014. 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone BolangoNomor 67 

Tahun 2007 tentangPokok-

pokokPengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten Bone 

Bolango(Lembaran Daerah Kabupaten Bone 

BolangoTahun 2007 Nomor 67). 

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2013tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBela

nja Daerah Kabupaten Bone BolangoTahunAnggaran 

2013. 

Memperhatikan :1. PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2006 

tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, 

sebagaimanatelahdiubah, 

terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 

21 Tahun 2011. 

2 PeraturanMenteriDalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor27Tahun 

2013tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapat

an dan BelanjaDaerahTahun 2014. 

3 PeraturanMenteriKeuanganRepublik Indonesia 

Nomor72/PMK.02/2013tentangStándarBiayatahun 

2014. 

4 PeraturanBupatiBoneBolangoNomor 10Tahun 

2013tentangPerubahanStándarSatuanHargaTahunAn

ggaran 2013; 

5 PeraturanBupatiBoneBolangoNomor 19 Tahun 

2013tentangPenjabaranPerubahanAnggaranPendapat

an dan BelanjaDaerahKabupatenBoneBolangoTahun 

2013. 

 

MEMUTUSKAN :  

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2014 
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Pasal 1 

StandarSatuanHargaadalahsatuanbiayasetinggi-

tingginya yang 

digunakansebagaiacuanpenyusunananggaranberbasiski

nerja. 

Pasal 2 

StandarSatuanHargaTahun 

2014digunakansebagaipedomanbagiSatuanKerjaPerang

katDaerah dan Unit-unitKerja pada 

PemerintahanKabupatenBoneBolangodalammenyusunA

nggaran pada SatuanKerjaPerangkatDaerah dan Unit-

unitKerjaTahunAnggaran 2014. 
 

Pasal 3 

StandarSatuanHargasebagaimanadimaksuddalamPasal 

1 

adalahsebagaimanaditetapkandalamLampiranPeraturan

BupatiBoneBolangoini. 

 

Pasal 4 

StandarSatuanHargasebagaimanaditetapkandalamLamp

iranPeraturanBupatiBoneBolango secara 

berkalaakanditinjaukembaliuntukdisesuaikandenganper

kembanganharga pasaran yang berlaku di Daerah. 

 

Pasal 5 
 

PeraturanBupatiBoneBolangoinimulaiberlakusejaktangg

alditetapkan, denganketentuan apabila 

terdapatkekeliruandikemudianhariakandiadakanperbaik

ansebagaimanamestinya. 

 

 

 Ditetapkan di Suwawa 

Pada tanggal, 21 November2013 

BUPATI BONE BOLANGO, 

                                                                  TTD + CAP 

HAMIM  POU 
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Diundangkan di Suwawa 

Padatanggal,  21 November  2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

TTD + CAP 

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si 

NIP. 19641212 199103 1 011 
 

LEMBARANDAERAHKABUPATEN BONEBOLANGO TAHUN2013 NOMOR 22 

 

 

 


